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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pengujian materiil (judicial review) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Berdasarkan data primer dari Kementerian Pertahanan tentang Sidang Pleno MK pada 3
Desember 2025, penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum antara pemerintah, DPR,
dan masyarakat sipil dalam proses pengujian konstitusional. Wakil Menteri Pertahanan
Donny Ermawan Taufanto menghadiri sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo,
dengan kehadiran Ketua Komisi | DPR RI Utut Adianto sebagai pemberi keterangan. Majelis
Hakim meminta keterangan tambahan dari pemerintah melalui permintaan empat Hakim
Konstitusi untuk memperkaya referensi sebelum pengambilan keputusan. Kajian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis terhadap dokumen
resmi pemerintah dan sumber sekunder dari berbagai media nasional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses pengujian materiil UU TNI mencerminkan mekanisme checks
and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang sehat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah,
legislatif, dan masyarakat sipil yang mengajukan gugatan dengan beragam argumentasi
hukum. Temuan menunjukkan bahwa permintaan keterangan tambahan oleh Majelis Hakim
menandakan pendekatan komprehensif dalam mempertimbangkan aspek konstitusionalitas
UU TNI, khususnya terkait Pasal 47 tentang penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika demokrasi Indonesia dalam
konteks reformasi sektor keamanan dan supremasi hukum. Implikasi praktis dari temuan ini
adalah pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengujian
konstitusional sebagai bagian dari penguatan negara hukum demokratis.

Kata Kunci: pengujian materiil, Undang-Undang TNI, Mahkamah Konstitusi, reformasi
sektor keamanan, supremasi hukum



PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Pleno dengan agenda
mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkait pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025.1 Sidang berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, di kantor MK RI
Jakarta dengan menghadirkan perwakilan pemerintah dan DPR untuk memberikan
keterangan resmi.

Pengujian konstitusional terhadap undang-undang merupakan salah satu pilar penting dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks ini, pengujian materiil UU TNI menjadi
perhatian publik karena menyangkut peran dan fungsi TNI dalam struktur ketatanegaraan.2
Perubahan UU TNI telah memicu berbagai respons dari masyarakat sipil yang mengajukan
gugatan ke MK.

Kehadiran Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam sidang ini mewakili
pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan terhadap proses
hukum yang transparan dan berkeadilan.2 Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Yang Mulia
Hakim Suhartoyo dengan kehadiran Ketua Komisi | DPR RI Drs. Utut Adianto sebagai
pemberi keterangan dari lembaga legislatif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika hukum dalam proses pengujian materiil UU
TNI di Mahkamah Konstitusi. Fokus kajian meliputi mekanisme sidang, permintaan
keterangan tambahan oleh Majelis Hakim, serta peran berbagai pemangku kepentingan
dalam proses ini. Kajian ini relevan untuk memahami perkembangan sistem hukum dan
demokrasi Indonesia dalam konteks reformasi sektor keamanan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Sidang Pleno MK digelar dengan mekanisme yang terstruktur dan transparan. Ketua Majelis
Hakim Suhartoyo memimpin jalannya persidangan dengan menghadirkan berbagai pihak
terkait.4 Dari pihak DPR, Ketua Komisi | DPR RI Drs. Utut Adianto hadir untuk memberikan
keterangan resmi terkait proses legislasi UU TNI.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi meminta sejumlah tambahan keterangan dari
pemerintah untuk memperkuat pertimbangan dalam memeriksa perkara. Permintaan ini
disampaikan oleh empat Hakim Konstitusi dengan tujuan memperkaya referensi sebelum
majelis mengambil keputusan final.2 Mekanisme permintaan keterangan tambahan ini
menunjukkan pendekatan komprehensif dalam proses pengujian konstitusional.

Usai persidangan, Wamenhan Donny memberikan penjelasan kepada pers mengenai
permintaan Majelis Hakim. "Tadi kita mendapatkan permintaan dari Hakim. Ada empat
Hakim yang meminta keterangan tambahan dari pemerintah untuk menambah referensi
beliau-beliau dalam memutuskan, sehingga nanti putusannya dapat seadil-adilnya," ujar
Wamenhan dalam keterangan resminya.

Substansi Pengujian Materiil UU TNI



Pengujian materiil UU TNI ini fokus pada Pasal 47 yang mengatur tentang penempatan
prajurit aktif di jabatan sipil.2 Sejumlah warga mengajukan gugatan karena menilai pasal
tersebut membuka ruang ambiguitas dan mempersempit kesempatan kerja sipil di
pemerintahan. Para penggugat berasal dari beragam profesi termasuk ASN dan pegawai
BUMN.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materiil dengan
menyerahkan 85 bukti ke MK.Z Mereka mempersoalkan beberapa pasal dalam UU TNI yang
dinilai berpotensi menimbulkan kewenangan yang luas serta menciptakan potensi
pelanggaran hak asasi manusia. Gugatan ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi
yang patut dihormati menurut pemerintah.

Aspek Pengujian Keterangan

Undang-Undang yang UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor
Diuiji 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pasal yang Dipersoalkan |[Pasal 47 tentang Prajurit Aktif di Jabatan Sipil

Jenis Pengujian Pengujian Materiil (Judicial Review)

Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Suhartoyo

Jumlah Hakim Peminta _ o
4 (empat) Hakim Konstitusi

Klarifikasi
\Wakil Pemerintah Wamenhan Donny Ermawan Taufanto
Wakil DPR RI Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I)

Jumlah Bukti Koalisi Sipil {85 bukti dokumen

Dinamika Hukum dan Partisipasi Masyarakat Sipil

Proses pengujian UU TNI di MK mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat. Juru bicara
Menteri Pertahanan, Frega Wenas, memandang rencana koalisi masyarakat sipil menggugat
UU TNI sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati.8 Respons pemerintah
yang terbuka terhadap gugatan menunjukkan komitmen pada supremasi hukum.

Namun demikian, tidak semua gugatan diterima oleh MK. Beberapa gugatan tidak diterima
karena masalah administrasi seperti dokumen penggugat yang tidak lengkap atau surat
kuasa yang tidak sah.2 MK menyatakan bahwa para pemohon harus memenuhi syarat legal
standing (kedudukan hukum) untuk dapat mengajukan gugatan. DPR bahkan menyatakan
bahwa beberapa penggugat tidak memiliki legal standing karena hanya warga biasa bukan

anggota TNI.

Meskipun ada gugatan yang berguguran, proses ini tetap menunjukkan bahwa mekanisme
pengujian konstitusional di Indonesia berfungsi dengan baik. Mahasiswa Karawang yang
menjadi salah satu penggugat menegaskan bahwa mereka memiliki legal standing dalam
sidang uji materi.l0 Perdebatan tentang legal standing ini menjadi bagian penting dari

diskursus hukum dalam proses pengujian.

Peran Pemerintah dan DPR dalam Proses Pengujian



Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menunjukkan keseriusan dalam memberikan
keterangan kepada MK. Wamenhan didampingi oleh Dirjen Kuathan Kemhan, Karo Turdang
Setjen Kemhan, serta Karo Hukum Setjen Kemhan dalam sidang tersebut.11 Pendampingan
oleh tim ahli ini menunjukkan persiapan yang matang dari pemerintah.

DPR melalui Ketua Komisi | memberikan keterangan tentang dasar penyusunan UU TNI.
Menurut DPR, penguatan teritorial dan keadilan sosial menjadi dasar penyusunan UU TNI.12
Keterangan ini penting untuk memberikan konteks historis dan filosofis di balik pembentukan
undang-undang tersebut. DPR juga menjelaskan bahwa proses legislasi telah mengikuti
prosedur yang berlaku meskipun ada pihak yang mempersoalkan aspek formil pembentukan
Uu.

Implikasi terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Pengujian materiil UU TNI memiliki implikasi luas terhadap reformasi sektor keamanan di
Indonesia. Isu penempatan prajurit aktif di jabatan sipil menjadi perdebatan penting dalam
konteks pemisahan fungsi militer dan sipil.13 Para penggugat menilai bahwa ketentuan
tersebut dapat menciptakan ambiguitas dan berpotensi melanggar prinsip pemisahan
kekuasaan.

Namun dari perspektif pemerintah, keterlibatan TNI dalam jabatan tertentu diperlukan untuk
penguatan sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Perdebatan ini mencerminkan tensio
antara kebutuhan keamanan nasional dengan prinsip-prinsip demokrasi sipil. Hakim MK
Saldi Isra dalam sidang sebelumnya bahkan menyampaikan anekdot mengenai perbedaan
usia pensiun antara tamtama dan perwira TNI, yang menunjukkan perhatian MK terhadap
berbagai aspek dalam UU TNI.14

Proses pengujian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran aktif dalam
mengawal proses legislasi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
melanjutkan upaya pengujian materiil setelah uji formil ditolak MK.12 Persistensi ini
menunjukkan komitmen masyarakat sipil terhadap pengawasan legislasi di bidang
pertahanan dan keamanan.

KESIMPULAN

Proses pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
UU TNI di Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika hukum dan demokrasi yang sehat
di Indonesia. Sidang Pleno MK pada 3 Desember 2025 yang dihadiri Wamenhan Donny
Ermawan Taufanto dan Ketua Komisi | DPR RI Utut Adianto menunjukkan komitmen
pemerintah dan legislatif terhadap proses hukum yang transparan.

Permintaan keterangan tambahan oleh empat Hakim Konstitusi menandakan pendekatan
komprehensif dalam mempertimbangkan aspek konstitusionalitas UU TNI. Majelis Hakim
berupaya memperkaya referensi sebelum mengambil keputusan untuk memastikan putusan
yang seadil-adilnya. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan
pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil yang mengajukan gugatan dengan beragam



argumentasi hukum.

Substansi pengujian yang fokus pada Pasal 47 tentang penempatan prajurit aktif di jabatan
sipil mencerminkan perdebatan penting dalam konteks reformasi sektor keamanan. Tensio
antara kebutuhan keamanan nasional dengan prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil
menjadi inti dari diskursus hukum dalam proses pengujian ini. Meskipun beberapa gugatan
tidak diterima karena alasan administratif, proses ini tetap menunjukkan bahwa mekanisme
checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi dengan baik.

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah pentingnya transparansi dan partisipasi publik
dalam proses legislasi dan pengujian konstitusional sebagai bagian dari penguatan negara
hukum demokratis. Dinamika antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil dalam proses
pengujian UU TNI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme pengawasan legislatif
yang efektif melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merekomendasikan agar proses pengujian konstitusional terus diperkuat
dengan memastikan akses keadilan bagi masyarakat dan transparansi dalam setiap tahapan
persidangan. Pemerintah dan DPR juga perlu terus merespons gugatan masyarakat dengan
memberikan keterangan yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan yang
berkualitas oleh Majelis Hakim Konstitusi.
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